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LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penilitian ini 

menggunakan metode penilitian yuridis empiris, yaitu pemberlakuan ketentuan 

hukum di dalam masyarakat. pengmpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 

dan mengambil dari beberapa hasil studi kepustakaan. Penilitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sebuah Perjanjian 

Kerja Bersama pada Perusahaan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri. Hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung mewawancarai karyawan PT. 

Lontar Papyrus yang menangani secara khusus terkait PKB yaitu unit Hubungan 

Industrial, divisi HRD, bahwa memiliki permasalahan yang dimana dalam 

pelaksanaan PKB masih terdapat perselisihan pendapat yang mengangkibatkan 

sulitnya dalam pengambilan keputusan dan tidak jarang pula dalam pelaksanaan 

PKB masih terdapat kurang puasnya karyawan terhadap peraturan yang ada di 

PKB karena dianggap kurang sesuai dengan yang terjadi dengan perkembangan 

yang ada. Namun, secara normatifnya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama dilaksanakan dengan tidak mengalamai banyaknya permasalahan. Pihak 

manajemen perusahaan yaitu unit hubungan industrial bersama serikat pekerja 

yaitu Serikat Pekerja Demokratis dan PK F Hukatan KSBSI melakukan upaya 

dalam mengatasi masalah tersebut dengan dilakukannya pertemuan melalui forum 

bipartit untuk mengevaluasi dan mengoreksi keputusan-keputusan yang telah 

dibuat. Hasil dari evaluasi forum bipartit itulah yang akan menjadi acuan dalam 

pembuatan suatu keputusan yang menjadi aturan yang berlaku dan harus 

dilaksanakan oleh setiap subjek yang mengikat di dalamnya. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, Perusahaan 
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ABSTRACT 

The company creates a Collective Work Agreement for the smooth running of 

industrial relations in the company. This research was conducted at PT. LPPPI 

Tebing Tinggi District, West Tanjung Jabung Regency. This research uses 

empirical juridical research methods, namely the application of legal provisions 

in society. Data collection was carried out by means of interviews, and taking 

from several literature study results. This research aims to find out and analyze 

how a Collective Work Agreement is implemented at PT. Lontar Papyrus Pulp & 

Paper Industry. The results of research that has been carried out directly 

interview employees of PT. Lontar Papyrus who handles specifically related to 

Collective Work Agreement, namely the Industrial Relations unit, HRD division, 

said that there are problems where in the implementation of the PKB there are 

still disagreements which result in difficulties in decision making and it is not 

uncommon for employees to still be dissatisfied with the existing regulations in the 

implementation of the PKB. in the PKB because it was deemed less appropriate to 

what was happening with existing developments. However, normatively, the 

implementation of the Collective Work Agreement is carried out without 

experiencing many problems. The company management, namely the industrial 

relations unit together with the labor unions, namely the Democratic Workers' 

Union and PK F Hukatan KSBSI, made efforts to overcome this problem by 

holding meetings through a bipartite forum to evaluate and correct the decisions 

that had been made. The results of the evaluation of the bipartite forum will 

become a reference in making a decision which becomes the applicable rules and 

must be implemented by every subject that is binding therein. 

 

Keywords:Collective Work Agreement,  Labor Union, Company 
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BAB I 

A. Latar Belakang 

 Pesatnya perkembangan kehidupan memaksa manusia untuk selalu 

berimprovisasi merubah diri untuk bisa selaras dengan perkembangan 

yang terjadi. Bersamaan dengan berkembangnya kehidupan, daya saing 

juga semakin ikut meningkat terutama dalam dunia kerja. Daya saing yang 

semakin meningkat menjadikan taraf kesejahteraan masyarakat menurun, 

dikarenakan hal tersebut beriringan dengan banyaknya angka 

pengangguran. Hal demikian dapat diminimalisir dengan memberikan 

motivasi kepada diri sendiri untuk memiliki daya juang dan daya cipta. 

Dengan adanya daya juang dan daya cipta yang dimiliki maka seseorang 

dapat bekerja dan meningkatkan mutu hidupnya. Bekerja yang dimaksud 

yaitu bekerja secara kolektif yang dimana seseorang tersebut terikat pada 

suatu perjanjian yang dapat mempengaruhi dalam pemenuhan hak dan 

kewajibannya. 

 Dalam perkembangan dunia kerja tentunyal terdapat dinamikal yang 

mengambarkanl bagaimana hubunganl ketenagakerjaan adalahl hubungan 

kerjal yang sangatl komplek. Kemungkinanl yang dapatl terjadi daril 

hubungan kerjal yang tidakl seimbang adalahl dapat terjadil perselisihan 

dalaml melakukan lpekerjaan. Dalam bidangl perburuhan timbulnyal 

perselisihan antaral pengusaha denganl para buruhl biasanya berpokokl 

pangkal karenal adanya perasaanl-perasaan kurangl puas. Secaral umum 

bahwal yang menjadil pokok pangkall kekurangpuasan itul berkisar padal 
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masalah-lmasalah
1
 : a) lpengupahan; b) jaminanl sosial; cl) perilaku 

penugasanl yang kadangl-kadang dirasakanl kurang sesuail kepribadian; dl) 

daya kerjal dan kemampuanl kerja yangl dirasakan kurangl sesuai denganl 

pekerjaan yangl harus ldiemban. 

 Mengenai perselisihan dalam perburuhan ini, dalaml pengaturan 

ketenagakerjaanl yang barul konsep yangl dipakai adalahl perselisihan 

hubunganl industrial, yaitul perbedaan pendapatl yang mengakibatkanl 

pertentangan antaral pengusaha ataul gabungan pengusahal dengan 

pekerjal/buruh ataul serikat pekerjal/serikat buruhl karena adanyal 

perselisihan mengenail hak, perselisihanl kepentingan, danl perselisihan 

pemutusanl hubungan kerjal serta perselisihanl antar serikatl pekerja/serikatl 

buruh dalaml satu perusahaan
2
. 

 Pekerjal/buruh adalahl manusia yangl juga memilikiikebutuhan 

sosiall sehingga perlul adanya pemenuhan sandang, lpangan, papan, dan hal 

lain untukl menopang penghidupan pekerja yang baik saat dimasa sekarang 

maupun masa depannya. Mengingat pekerjal adalah pihakl yang lemahl dari 

seorangl majikan yangl kedudukannya lebihl kuat makal perlu mendapatkanl 

perlindungan hukuml dan hakl-haknya.
3
 

 Dalaml dunia kerja seseorang tentunya mempunyai hak yang sama 

dalam hukum. Dalam hal ini negara menjamin l kepada wargal negaranya 

untukl berusaha danl mendapatkan penghidupanl yang llayak. Sesuai yang 

                                                           
 

1
 H. Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, ( Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2004, cetakan kelima), hal 202 

 
2
 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 
3
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rajawalipers, 

2008), h. 30. 
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tertuang padal Pasal 27l ayat 2l UUD RI 1945 yangl berbunyi “tiapl- tiap 

wargal negara berhakl atas pekerjaanl dan penghidupanl yang layakl bagi 

lkemanusiaan "
4
. Pekerjaan yangl dimaksud adalah pekerjaanl yang 

diusahakan sendiril dengan usaha dan modall yang ditanggung sendiri oleh 

pelaku usaha. Adapun pekerjaan yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan dengan orang lain, yang dimana 

orang yang bekerja dengan orang lain ini harus tunduk l pada aturanl dan 

harus diberil upah imbalanl atas lpekerjaannya. 

 Negara melalui perusahaan memberikan pemenuhan kehidupan 

yang layak bagi warga negara tanpa terkecuali. Untuk menjamin 

pemenuhan kehidupan yang layak tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian 

yang disebut dengan Perjanjian Kerja Bersama antara pihak perusahaan, 

pekerja, dan serikat pekerja. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan hal-hal yang 

menjadi muatan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama. 

 Perjanjian kerja bersama adalah sebuah perjanjian yang dibuat 

antara pengusaha dan serikat pekerja yang memuat tentang hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. PKB memiliki beberapa manfaat bagi 

perusahaan, di antaranya adalah membantu menjaga hubungan yang baik 

antara pengusaha dan pekerja, memperkuat kemitraan antara kedua belah 

pihak, dan membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. 

                                                           
 

4
 Zaenie Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8. 
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Dengan adanya PKB, perusahaan dapat memastikan bahwa pekerja 

memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan bahwa 

perusahaan memiliki dukungan dan kontribusi aktif dari pekerja dalam 

mencapai tujuannya. PKB juga dapat membantu memecahkan masalah dan 

memperkuat kerjasama antara pengusaha dan pekerja, sehingga membantu 

memastikan kontinuitas dan stabilitas dalam bisnis. 

 Adapunl syarat-syaratl yang harusl ada dalam pembuatanl suatu 

Perjanjian Kerjal Bersama. Dalam pasal 1l angka 17l UU lNo. 13 Tahunl 

2003 tentangl Ketenagakerjaan menyebutkanl bahwa serikatl pekerja ataul 

serikat buruhl adalah organisasil yang dibentukl dari, olehl dan untukl 

pekerja/buruhl baik dil perusahaan maupunl di luarl perusahaan, yangl 

bersifat lbebas, terbuka, lmandiri, demokratis, danl bertanggung jawabl guna 

lmemperjuangkan, membela sertal melindungi hakl dan kewajibanl 

pekerja/buruhl serta meningkatkanl kesejahteraan pekerjal/buruh danl 

keluarganya. Jadi bisa dikatakan bahwa serikat pekerja/buruh merupakan l 

unsur pentingl yang harusl ada dalaml proses pembuatan Perjanjianl Kerja 

lBersama. 

 Serikatl pekerja dalaml suatu perusahaanl yang berhakl mewakili 

pekerjal dalam perundinganl pembuatan perjanjianl kerja bersamal dengan 

pengusahal menurut ketentuanl Pasal 119l ayat (l1) UU 13l/2003 yaitul 

“Apabila memilikil jumlah anggotal lebih daril 50% (limal puluh persen) 

daril jumlah seluruhl pekerja dil perusahaan yangl bersangkutan”. 
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 Adanya organisasi serikatl pekerja sangat bermanfaat bagi para 

pekerja maupun pihak pengusaha. Organisasi serikat pekerja menjadi 

wadah suara bagi para pekerja dalam menyampaikan semua keinginannya 

di perusaahaan. Sedangkanl bagi pihakl pengusaha, adanyal organisasi 

serikat pekerjal dalam suatul perusahaan sangatl menguntungkan karenal 

membantu pengusaha dalam penyusunanl lembaga musyawarahl untuk 

mencapail kesepakatan lkerja, memberikan perlindunganl dan kesejahteraanl 

yang adill dan wajarl bagi paral pekerja. 

 Pengimplementasian Perjanjianl Kerja Bersama inil harus dilakukan 

denganl seadil-ladilnya. Pemeratan hak danl kewajiban tanpa memandang 

status sosial menjadi kunci dalaml pelaksanaan Perjanjianl Kerja Bersamal 

yang dimana hal tersebut telah diatur denganl ketentuan hukuml dan 

perundangl-undangan yangl berlaku. Dengan demikian, pekerja dan l pihak 

pengusaha tidak ada rasa tertekan maupun terpaksa dalam melaksanakan 

Perjanjian Kerja Bersama, karena kedua pihak tersebut merasa puas 

dengan suatu hasil yang didapatkan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja. 

Pihak pengusaha atau pemberi kerja puas dengan hasil kerja dari pekerja 

yang dibayar dengan upah yang telah diperjanjikan dan mau menaati 

seluruh peraturan yang ada pada perusahaan, dan para pekerja pun puas 

dengan pemberian upah yang layak atas pekerjaan yang sesuai dengan 

yang dilakukannya. 

 Pelaksanaan Perjanjianl Kerja yang sesuail dengan ketentuanl 

hukum dan peraturan perundangl-undangan yangl berlaku memberikan 
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kesejahteraan bagi para pekerjanya dan juga pengusaha l atau pemberil kerja 

itu sendiri. Hall ini dapat berdampak dengan hasil kinerja perusahaan yang 

semakin meningkat. Kualitas dari sumber daya manusia dapat menjadi 

titik acuan suatu peningkatan kinerja pada perusahaan, dengan kualitas 

SDM yang bagus, maka akan terciptanya kinerja yang bagus juga pada 

perusahaan. 

 Salahl satu perusahaanl yang mempunyail Perjanjian Kerjal Bersama 

denganl serikat pekerjanyal adalah lPT. Lontar lPapyrus, Pulp &l Paper 

lIndustry. Serikat pekerjal yang ada di PT. Lontarl Papyrus adalah Serikat 

Pekerja Demokratis PT. LPPPI dan PK F HUKATAN KSBSI. Dua serikat 

pekerja tersebut menjembatani para pekerja dengan perusahaan dalam 

lmelindungi, memperjuangkan hakl dan kepentinganl pekerja beserta 

keluarganyal dengan meningkatkanl hubungan industriall yang selarasl dan 

seimbangl dengan memajukanl perusahaan dan meningkatkan 

kesejahteraan. 

 Berdasarkan kejadian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

mengambil judul tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Dalam Peningkatan Mutu Kinerja pada Perusahaan PT. Lontar Papyrus, 

Pulp & Paper Industry” dalam penulisan skripsi ini. 

B. Rumusan Masalah 

 Daril latar belakangl di latas, penulis dapatl merumuskan perumusanl 

masalah yangl akan dibahasl pada skripsil ini, lyaitu : 
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1. Bagaimanakahl pelaksanaan PKB antara pekerja dengan 

perusahaan di Lontar Papyrus, Pulp & Paper Industry? 

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PKB pada 

perusahaan Lontar Papyrus, Pulp & Paper Industry? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuail dengan pokokl permasalahan yangl ada, makal adapun tujuanl 

dari penulisanl penelitian inil antara llain : 

a. Untukl mengetahui bagaimanal pelaksanaan PKB pada perusahaan. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PKB di 

perusahaan Lontar Papyrus, Pulp & Paper Industry. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapunl penulisan daril penelitian inil diharapkan bermanfaatl untuk : 

a. Manfaatl Teoritis 

     Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan suatu 

pengembangan ilmu mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama pada perusahaan terkait pentingnya PKB pada 

perusahaan. 

b. Manfaatl Praktis 

     Penulisl berharap hasill penelitian inil dapat menjadil masukan 

terhadapl serikat pekerja dan perusahaan dalam memberikan 

kesejahteraan pada karyawan dan demi peningkatan kualitas 

perusahaan. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Perjanjian 

 Didalam KUHPer pada pasal 1313 menjelaskan bahwa 

perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian 

yang dikatakan sah menurut hukum adalah perjanjian yang telah 

sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang 

dijelaskan dalaml pasal 1320l KUHPer, yaitu : 

a. Kesepakatanl mereka yangl mengikatkan diri 

b. Kecakapanl untuk membuatl suatu perikatanl 

c. Suatul pokok persoalanl tertentu 

d. Suatul sebab yangl tidak terlarangl 

   Adapun pendapat ahli mengenai perjanjian ini, salah 

satunya adalah lR. Subekti. Menurutnya perjanjianl adalah suatul 

peristiwa hukuml dimana seseorangl berjanji kepadal orang lainl atau 

dimanal dua orangl itu salingl berjanji untukl melaksanakan suatul 

hal.
5
 

   Suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai pedoman yang 

status hukumnya sama seperti undang-undang, namun hal itu hanya 

berlaku bagi pihak yang ikut dalam pembuatannya saja. Hal 

tersebut sesuai yang tercantum didalam pasal 1338 KUHPer. 

                                                           
 

5
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm.1 
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   Adanya perjanjian mampu menimbulkan perbuatan hukum 

berupa hakl dan kewajibanl bagi paral pihak yangl bersangkutan 

dalam pembuatan perjanjianl tersebut. Dari timbulnya hak dan 

kewajiban berdampak pula terciptanya hubungan timbal balik. 

Suatu hak akan terpenuhi apabila kewajiban telah dilaksanakan, 

maupun sebaliknya. 

   Pada perusahaan terdapat juga suatu perjanjian yang salah 

satunya disebut dengan Perjanjianl Kerja lBersama. Perjanjian Kerjal 

Bersama adalahl perjanjian yangl merupakan hasill perundingan 

antaral serikat pekerjal/serikat buruhl atau beberapal serikat 

pekerjal/serikat buruhl yang tercatatl pada instansil yang bertanggungl 

jawab dil bidang ketenagakerjaanl dengan lpengusaha, atau beberapal 

pengusaha ataul perkumpulan pengusahal yang memuatl syarat-

syaratl kerja, hakl dan kewajibanl kedua belahl pihak. 

2. Pekerjal/Buruh 

 Dalaml pengertiannya pekerja dan buruh memiliki arti yang 

tidak jauh berbeda. Dalam UU lNo. 13 tahunl 2003 tentangl 

Ketenagakerjaan, disebutkanl bahwa pekerjal adalah setiapl orang 

yangl bekerja denganl menerima upahl atau imbalanl dalam bentukl 

lain. Selain itu, para ahli memiliki pendapatnya masing-masing 

terhadap pengertian dari pekerja. 
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 Suma’mur berpendapat, pekerja adalah seseorang yang 

bekerja dengan menggunakan fisik dan atau mental untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.
6
 

 Soeparno dalam bukunya menjelaskan bahwa pekerja 

adalah individu yang bekerja di suatu tempat atau organisasi 

dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang memadai dan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
7
 

 Dari kedua pengertian para ahli tersebut menunjukan bahwa 

pekerja adalah orang yang dengan tenaganya baik secara fisik 

maupun mental untuk melakukan sesuatu demi memperoleh 

penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Perusahaan 

 Perusahaanl adalah tempatl terjadinya kegiatanl produksi danl 

berkumpulnya semual faktor produksil barang danl jasa. Adal 

perusahaan yangl terdaftar dil pemerintah danl ada pulal yang ltidak. 

Bagi perusahaanl yang terdaftarl di lpemerintah, mereka 

mempunyail badan usahal untuk lperusahaannya. Badan usahal ini 

adalahl status daril perusahaan tersebutl yang terdaftarl di pemerintahl 

secara lresmi. 

 

 

                                                           
 

6
 Suma'mur. PK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat (2015), Halaman 

22. 

 
7
 Soeparno, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, (PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2013), Halaman 32. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha
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4. PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 

 lPT. LPPPI merupakanl salah satul dari beberapal perusahan 

yangl bergerak dibidangl usaha produksil pulp, tissuel dan chemicall 

dalam perusahaanl induk Asial Pulp andl Paper (APPl) yang berpusatl 

di Jakarta. lPT. LPPPI mulail memproduksi buburanl kertas (pulpl) 

pada 6 Juni 1994l dan tissuel pada tahunl 1998. lPT. Lontar Papyrusl 

Pulp &l Paper Industryl (PT. LPPPIl) didirikan padal tanggal 13l 

Februari 1974l berkedudukan dil Provinsi lJambi, berjarak 100l 

kilometer daril selat Malakal yang membelahl pulau Sumateral 

Indonesia danl Negara lSingapura. Saat ini PT. LPPPIl berpusat dil 

Kelurahan Tebing lTinggi, Kec. Tebingl Tinggi, lKab. Tanjung 

Jabungl Barat, lJambi. Perusahaan yangl sudah berdiril selama lebih 

dari 30 tahunl ini telahl melakukan langkahl-langkah majul untuk 

kepuasanl pelanggan akanl kualitas produkl dan telahl diadopsi 

sisteml pengolahan mutul dengan diperolehl sertifikat untukl Quality 

Managementl System. 

5. Perjanjian Kerja 

 Dalam ketentuan Pasal 1601 huruf a KUHPer menyatakan 

bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak 

yang satu sisi buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintahnya pihak lain si majikan untuk suatu waktu tertentu, 

melakukan pekerjan dengan menerima upah”. 
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6. Perjanjianl Kerja Bersamal 

 Pada Pasall 1 angkal 21 Undangl-Undang Nomor 13l Tahun 

2003l tentang Ketenagakerjaanl menyebutkan bahwa “Perjanjianl 

kerja bersamal adalah perjanjianl yang merupakanl hasil 

perundinganl antara serikatl pekerja/serikatl buruh ataul beberapa 

serikatl pekerja/serikatl buruh yangl tercatat padal instansi yangl 

bertanggung jawabl di bidangl ketenagakerjaan denganl pengusaha, 

ataul beberapa pengusahal atau perkumpulanl pengusaha yangl 

memuat syaratl-syarat lkerja, hak danl kewajiban kedual belah 

lpihak”.
8
 

7. Serikat Pekerja / Buruhl 

 Serikatl pekerja/serikatl buruh adalahl organisasi yangl 

dibentuk ldari, oleh, danl untuk pekerjal/buruh baikl di perusahaanl 

maupun dil luar lperusahaan, yang bersifatl bebas, lterbuka, mandiri, 

ldemokratis, dan bertanggungl jawab gunal memperjuangkan, 

membelal serta melindungil hak danl kepentingan pekerjal/buruh 

sertal meningkatkan kesejahteraanl pekerja/buruhl dan lkeluarganya. 

Dapat dilihat dari pengertiannya serikat l pekerja memiliki tujuan 

untuk melindungil dan membelal hak danl kewajiban para pekerja, 

sertal meningkatkan kesejahteraan para pekerjal dan lkeluarganya. 

Tujuan tersebut dapat terlaksana melalui adanya diskusi secara 

                                                           
 

8
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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kolektif dengan perusahaan terkait upah, dam kerja, dan keadaan 

kerja yang kondusif. 

 Searah dengan berjalannya tujuan, serikat pekerja memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

1) Sebagail pihak dalaml pembuatan Perjanjianl Kerja Bersamal 

dan Penyelesaianl Perselisihan Hubungan lIndustrial; 

2) Sebagail wakil pekerjal/buruh dalaml lembaga kerjal sama di 

bidangl ketenagakerjaan sesuail dengan ltingkatannya; 

3) Sebagail sarana menciptakanl hubungan industriall yang 

lharmonis, dinamis, danl berkeadilan sesuail dengan 

peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku; 

4) Sebagail sarana penyalurl aspirasi dalaml memperjuangkan 

hakl dan kepentinganl anggotanya; 

5) Sebagail perencana, lpelaksana, dan penganggung jawabl 

pemogokan pekerjal/buruh sesuail dengan peraturanl 

perundang-undangan yangl berlaku; 

6) Sebagail wakil pekerjal/buruh dalaml memperjuangkan 

kepemilikanl saham lperusahaan.
9
 

  Serikatl pekerja/buruhl dibentuk atas dasar bebas dari 

pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, 

pemerintah, partai politik, atau pihak manapun.
10

 Dengan demikian 

                                                           
 

9
 Devi Rahayu, Misbahul Munir, Azizah, Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan 

Pengaturan dalam Omnibus Law, Malang, Setara Press, 2021, hlm. 39 

 
10

 Ibid 
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serikat pekerja/buruh menjalankan fungsi dan kegiatannya tidak 

berada dalam tekanan pihak manapun. 

F. Landasan Teoritis 

1. Teoril Perlindungan Hukuml 

 Terkaitl dengan teoril perlindungan lhukum, banyak ahli 

berpendapat mengenai hal lini. Antara lainl Satjipto Raharjol dan 

Philipus lM. Hadjon 

 Menurutl Satjipto lRahardjo, perlindungan hukuml adalah 

memberikanl pengayoman terhadapl hak asasil manusia (HAM) 

yangl dirugikan orangl lain danl perlindungan itul diberikan kepadal 

masyarakat agarl dapat menikmatil semua hakl-hak yangl diberikan 

olehl hukum.
11

 

 Sedangkanl Philipus berpendapatl bahwa perlindunganl 

hukum adalahl Bahwa Perlindunganl hukum bagil rakyat sebagail 

tindakan pemerintahl yang bersfiatl preventif danl reprensif. 

Perlindunganl Hukum yangl preventif bertujuanl untuk mencegahl 

terjadinya lsengketa, yang mengarahkanl tindakan pemerintahl 

bersikap hatil-hati dalaml pengambilan keputusanl berdasarkan 

diskresil dan perlindunganl yang reprensifl bertujuan untukl 

mencegah terjadinyal sengketa, termasukl penanganannya 

dilembagal peradilan.
12
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69 

 
12

 Ibid, hlm 54 
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 Dari pemaparan dari para ahli tersebut dapat ditarik garis 

besar bahwa perlindungan hukum menjadi bentuk keberlangsungan 

hukum di masyarakat yang menitik beratkan pada keadilan, 

kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bersifat represif dan 

preventif, serta secara tertulis dan tidak tertulis dalam rangka 

penegakkan hukum. Memberikan jaminan kepada masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Teori Perjanjianl 

 Mengenail persetujuan/perjanjianl diatur dalaml Pasal 1313l 

KUH lPerdata, yang berbunyi : Persetujuan adalah suatul perbuatan 

denganl mana satul orang ataul lebih menigkatkan dirinyal terhadap 

satul orang ataul lebih. Selain dari Pasall 1313 KUHPer sebagai 

dasar dari penjelasan mengenai perjanjian, para ahli juga 

berpendapat mengenai perjanjian. R. Subekti memberikan 

pendapatnya mengenai perjanjian, sebagai berikut : Perjanjian ialah 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

 Adanya perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua 

pihak, yang memberikan hak pada pihak yang satu untuk menuntut 

sesuatu darinya, sedangkan pihak yang satunya diwajibkan untuk 

memenuhi tuntutan itu. 
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3. Teori Keadilan 

 Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebela. Keadilan dijalankan atas suatu 

keputusan dan norma-norma objektif. Keadilan bersifat relatif, 

setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu, belum tentu adil 

bagi yang lainnya. Maka dalam penegakan keadilan l hal itul 

tentunya harusl relevan denganl ketertiban umuml yang dimana 

keadilanl tersebut dapat diakui. 

 Dalam teorinya, keadilanl memiliki macam-macam keadilan 

dan masyarakat adil. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, 

peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-

teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles. 

 Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut 

Aristoteles bahwa keadilanl sebagai keutaman morall khusus, yangl 

berkaitan denganl sikap manusial dalam bidangl tertentu, yaitul 

menentukan hubunganl baik antaral orang-lorang, dan keseimbanganl 

antara dual pihak. Ukuranl keseimbangan inil adalah kesamaanl 

numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami 

keadilan dalaml pengertian lkesamaan. Dalam kesamaanl numerik, 

setiapl manusia disamakanl dalam satul unit. Misalnyal semua orangl 

sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah 
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memberikan kepadal setiap orangl apa yangl menjadi lhaknya, sesuai 

kemampuanl dan lprestasinya.
13

 

G. Orisinalitas Penelitian 

 Karyal akademik khususnyal skripsi, harusl memperlihatkan bahwal 

karya itul orisinal (keaslian). Keaslian penelitian ini berdasarkan pada 

beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karateristik yang sama 

dalam hal tema dan kajian, namun terdapat beberapa perbedaan sepertinya 

halnya kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atapun dalam 

hal penggunaan metode analisis. 

 Untuk lebih memudahkan penulis dalam membandingkan 

keorisinalitasannya, maka penulis mengambil beberapa penelitian, sebagai 

berikut, penelitian Ulung Yhohasta.(2009) dengan judul penelitian 

“Pelaksanaanl Perjanjian Kerjal Bersama (PKBl) Antara Serikatl Karyawan 

Denganl Manajemen Perusahaanl PT. lTelkom. Tbk Devisil Regional IVl 

Semarang”. Lalu penelitian Razika Azmila.(2019) dengan l judul penelitian 

“Pelaksanaanl Perjanjian Kerjal Bersama (PKBl) Antara lPT. Karya Abadil 

Sama Sejatil Dengan Pekerjal Terkait Pemutusanl Hubungan Kerjal (PHK) 

Ditinjaul Dari Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 Tentangl 

Ketenagakaerjaan”. 

 Dari beberapa hasill penelitian karya ilmiah yang diambil, terdapat 

kesamaan, diantaranya yaitu ada pada temanya. Namun penelitian tersebut 

memiliki pembeda dari penelitian yang akan dikaji, yaitu pada posisi 
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 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), 

Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241 
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variabel dan metode penelitiannya, karena pada penelitian ini penulis akan 

mengambil posisi variabel yang sangat beda dari penelitian sebelumnya, 

karena pada penelitian yang akan dikaji penulis terdapat suatu perbedaan 

dalam posisi objek, atribut, nilai dari orang, atau kegiatan yang lebih 

bervariasi. Lalu terdapat pembahasan dalam salah satu penelitian 

sebelumnya yang menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan 

penelitian yang akan dikaji ini menggunakan metode penelitian empiris. 

H. Metode Penelitian 

 Metodel penelitian yangl digunakan dalaml penyusunan skripsil ini 

secaral keseluruhan adalahl sebagai lberikut : 

1. Tipel Penelitian 

Tipel penelitian pada skripsi inil adalah penelitianl yuridis lempiris, 

yaitu penelitianl tentang hukuml yang berlakul di lmasyarakat. 

Dalam melakukanl pembahasan menggunakanl bahan-bahanl 

hukum, baikl bahan hukuml primer, bahanl hukum lsekunder, dan 

bahanl hukum ltersier.
14

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Pendekatan perundang-undangan 

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut 

paut dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti 
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 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 

2008, hlm. 121. 
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b) Pendekatan Konseptual  

 Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan 

memahami pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, 

dan teori hukum yang berhubungan dengan permaslahan 

yang dibahas.
15

 

3. Pengumpulan Data Hukum 

Berdasarkanl karakter penelitianl yuridis lempiris, maka sumber datal 

yang dipergunakan berupa datal primer danl data lsekunder. 

a. Datal Primer 

Datal primer merupakanl data yangl diperoleh secaral 

langsung melaluil wawancara kepadal informan (pihakl PT. 

Lontar Papyrus Pulp, Paper, Industry) 

b. Datal Sekunder 

Datal sekunder yangl juga disebutl sebagai bahanl hukum 

yang terdiril dari : 

1) Bahanl Hukum Primerl 

a) Undangl-Undang Nomorl 1 Tahunl 1970 

tentangl Keselamatan danl Kesehatan Kerjal 

b) Undangl-Undang Nomorl 13 Tahun 2003 

tentangl Ketenagakerjaan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

a) Doktrin 
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 Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, dan Elly Sudarti, Metode Penelitian dan Penulisan 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2018, Hlm. 5-6. 
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b) Pendapatl para ahlil 

c) Literature 

d) Jurnall ilmiah 

e) Tulisanl-tulisan dalaml internet 

4. Analisis Data 

 Seluruh data yang dipereoleh akan diindentifikasi lalu 

diklasifikasi sesuai jenis data dan pada akhirnya data tersebut akan 

dijabarkanl dalam bentukl kalimat-kalimatl pernyataan sebagail 

kesimpulan 

I. Sistematika Penulisan 

        Padal bagian inil penulis akanl memberikan gambaranl secara besarl skripsi 

inil dari babl ke lbab. Adapun babl-bab tersebutl antara llain : 

            Babl 1 Babl Pendahuluan, padal bab inil penulis menjelaskanl tentang 

perumusanl masalah, ltujuan, dan manfaatl penelitian, kerangkal konseptual, 

landasanl teorirtis, metodel penelitian sertal di akhiril dengan sistematikal penulisan 

yangl mana merupakanl gambaran umuml dari skripsil ini. 

        Babl II Babl yang berisil Tinjauan tentangl Perjanjian, Perjanjian kerja 

Bersama (PKB), gambaran umum PT. Lontar Papyrus l Pulp &l Paper Industryl 

    Bab III Pelaksanaan Perjanjianl Kerja Bersamal PT. Lontarl Papyrus Pulpl & 

Paperl Industry di Kecamatan Tebing Tinggi 

  Babl IV Babl Penutup padal skripsi inil yang berisikanl kesimpulan yangl ditarik 

daril pembahasan yangl telah diuraikanl pada babl-bab lsebelumnya, selanjutnya 

berdasarkanl kesimpulan tersebutl penullis menarikl saran yangl dianggap lperlu.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

(PKB), DAN PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY 

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

 Perjanjianl perjanjian suatu peristiwal hukum dimana 

seseorangl berjanji kepadal orang lainl atau dimanal dua orangl itu 

saling berjanjil untuk melaksanakanl suatu hal.
16

 

 Perjanjianl atau persetujuanl diatur dalaml Pasal 1233 Kitabl 

Undang-Undangl Hukum Perdatal (KUHPer) yang lberbunyi :
17

 

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-

undang.” Adanya suatu perjanjian atau persetujuan memberikan 

rasa keterkaitan kepada subjek yang telah diatur dalam suatu 

perjanjian yang telah dibuat dan yang telah disepakati bersama.  

 Adanya perjanjian tercipta dari adanya persetujuan daril 

kedua belahl pihak yang salingl mengikatkan diril yang dimana 

persetujuan diantara kedua belah pihak tersebut dilakukan secara 

tertulis maupun secara lisan. Kedua bentuk perjanjian tersebut 

memiliki kekuatan yang sama dilihat dari sisi kedudukannya untuk 

dilaksanakan oleh para pihak yang saling mengikatkan diri kepada 

perjanjian yang telah disepakati. Namun, apabila terjadi sebuah 
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 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm.1 
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sengketa diantara para pihak perjanjian dalam bentuk tertulis akan 

lebih mudah untuk membuktikan dalam penyelesaiannya. 

 Dalam perjanjian memiliki suatu unsur yang hubungan 

hukum yang menimbulkan akibat hukum. Timbulnya hak dan 

kewajiban merupakan akibat hukum yang tercipta dari 

terlaksananya suatu perjanjian. Adanya subyek hukum Subyek 

hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Adanya prestasi 

terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat 

sesuatu.
18

 

2. Asas Perjanjian 

 Berdasarkanl teori, dil dalam suatul hukum kontrakl terdapat 

5l (lima) asasl yang dikenall menurut ilmul hukum lperdata. Kelima 

asasl itu antaral lain ladalah: asas kebebasanl berkontrak (freedoml of 

contractl), asas konsensualismel (concsensualism), asasl kepastian 

hukuml (pacta suntl servanda), asasl itikad baikl (good faithl) dan 

asasl kepribadian (personalityl). Berikut inil adalah penjelasanl 

mengenai asasl-asas ldimaksud:
19

 

a. Asasl Kebebasan Berkontrakl (freedom ofl contract) 

 Asasl kebebasan berkontrakl dapat dianalisisl dari 

ketentuanl Pasal 1338l ayat (1l) KUHPerdata, yangl berbunyi: 

“Semual perjanjian yangl dibuat secaral sah berlakul sebagai 
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undangundangl bagi merekal yang lmembuatnya.” Asas inil 

merupakan suatul asas yangl memberikan kebebasanl kepada 

paral pihak luntuk: a) membuatl atau tidakl membuat 

lperjanjian; b) mengadakanl perjanjian denganl siapa lpun; c) 

menentukanl isi lperjanjian, pelaksanaan, danl 

persyaratannya; dl) menentukan bentukl perjanjiannya 

apakahl tertulis ataul lisan.
20

 Berdasarkan asasl kebebasan 

lberkontrak,  maka  orangl  pada  asasnyal  dapat  membuatl  

perjanjian  denganl  isi  yangl   bagaimanapun   ljuga,   asal 

tidakl bertentangan denganl undang-lundang, kesusilaan danl 

ketertiban lumum.
21

 Berlakunya  asasl kebebasan berkontrakl  

ini tidaklahl mutlak, KUHl Perdata memberikanl pembatasan 

ataul ketentuan lterhadapnya, inti pembatasanl tersebut dapatl 

dilihat antaral lain:
22

 

a) Pasall  1320  ayatl  (1)  KUHl  Perdata,  bahwal  

perjanjian  tidakl  sah  apabilal  dibuat  tanpal  adanya  

sepakatl  dari  pihakl yang lmembuatnya; 

b) Pasall  1320  ayatl  (2)  KUHl  Perdata,  kebebasanl     

yang dibatasil oleh kecakapanl untuk membuatl suatu   

lperjanjian; 
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c) Pasall    1320    ayatl    (4)    jol    Pasal    1337l   KUH   

lPerdata,   menyangkut   causal  yang  dilarangl  oleh  

undangl-undang  ataul  bertentangan  denganl  

kesusilaan  baikl  atau  bertentanganl  dengan 

ketertibanl umum; 

d) Pasall  1332  KUHl  Perdata  batasanl  kebebasan     

paral     pihak     untukl     membuat  perjanjianl  

tentang  objekl  yang ldiperjanjikan; 

e) Pasall 1335 KUHl Perdata,   tidakl   adanya    

kekuatanl    hukum untukl suatu perjanjianl tanpa 

lsebab, atau sebabl yang palsul atau lterlarang; dan 

f) Pasall  1337  KUHl  Perdata,  laranganl  terhadap  

perjanjianl  apabila  bertentanganl dengan  undangl-

undang, kesusilaanl     baik ataul ketertiban lumum. 

b. Asasl Konsensualisme (concencualism) 

 Padal pasal 1320l ayat (1l) KUHPer dapat 

disimpulkanl bahwa salahl satu syaratl sahnya suatu 

perjanjianl adalah adanyal sebuah kata sepakatl diantara 

kedua belahl pihak. Apabilal sudah adal kata sepakatl dari 

kedual belah pihakl maka pada detik itu juga timbulnya 

sebuah perjanjian (perikatan). 
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c. Asasl Kepastian Hukuml (pacta suntl servanda) 

 Penjelasan tentang asasl kepastian hukuml dilihat 

padal pasal 1338l ayat (1l) KHUPer yang dimana dapat 

disimpulkan bahwa semual persetujuan yangl dibuat olehl 

manusia secaral nilainya memiliki hubungan timbal-balikl 

bagi para pihak, timbul akibat hukum secara mengikat. 

Denganl kata llain, suatu perjanjian yangl dibuat secara sahl 

dan telah disepakati berlaku sepertil berlakunya undangl-

undang bagil pihak yangl bersepakat. Dalam hal ini pihak 

ketiga (diluar dari pihak yang membuat persetujuan) tidak 

bolehl melakukan intervensil terhadap perjanjian yangl 

dibuat. 

d. Asasl Itikad Baikl (good faithl) 

 Mengenai asasl itikad baikl dalam suatu perjanjian 

telah disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Pada 

asas ini para pihak harus melaksanakan suatu kesepakan 

atau kontrak yang telah dibuat dan telah disetujui 

berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang tulus dari hati 

serta adanya kemauan yang baik dari para pihak. Para pihak 

harus saling jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan 

batin para pihak mesti dalam keadaan yang baik tanpa 

adanya terbesit untuk melakukan tipu daya ataupun 

menutup-tutupi keadaan yang sebenarnya. Meskipunl itikad 
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baikl dalam pelaksanaanl perjanjian itul terletak padal hati 

sanubaril manusia yangl sifatnya lsubjektif, tetapi itikadl baik  

itul  pun dapatl diukur jugal secara lobjektif.
23

 

e. Asasl Kepribadian (personalityl) 

 Asasl kepribadian tercantuml dalam Pasall 1340 

KUHl Perdata:  “Suatul  perjanjian  hanyal berlaku antaral 

pihak-pihakl yang lmembuatnya. Suatu  perjanjianl tidak 

dapatl membawa rugil kepada pihakl-pihak lketiga; tak dapatl 

pihak-pihakl ketiga mendapatl manfaat lkarenanya, selain 

dalaml hal yangl diatur dalaml Pasal l1317.” Selain itu pada 

Pasal 1315l KUHPer ditegaskan kembali bahwa perjanjian 

dapat diadakan untuk dirinya sendiri. Namun, hal ini 

mendapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1317 KUHPer yang menyatakan : “Dapat  pula  perjanjian  

diadakan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga,  bila  suatu  

perjanjian    yang    dibuat    untuk    diri    sendiri,  atau  

suatu  pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  suatu  

syarat  semacam   itu.” Sedangkan dalam Pasal 1318 

KUHPer mengatur bahwa perjanjian itu tidak hanya untuk 

diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli 

warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak 

daripadanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
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pengaturan dalam Pasal 1317 KUHPer merupakan sebuah 

pengecualian untuk diadakan perjanjian untuk diri sendiri, 

dan pada Pasal 1318 mengatur bahwa perjanjian itu 

memiliki lingkup lebih luas. 

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 

 Pada pelaksanaannya perjanjianl menganut sisteml terbuka, 

setiap bebasl untuk mengadakanl suatu perjanjian, tidakl selalu 

terkait pada ketentuanl-ketentuan yangl telah berlaku, namunl suatu 

perjanjian dapatl dikatakan sahl apabila telah memenuhil syarat-

syaratl sahnya yangl telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku 

dan mengikat. syarat sahnya perjanjian tersebut diaturl dalam Pasall 

1320 KUHPer, lyaitu, : 

a. Sepakatl mereka yangl mengikatkan ldirinya;  

b. Kecakapanl untuk membuatl suatu lperikatan;  

c. Suatul hal ltertentu; dan  

d. Suatul sebab yangl halal 

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

 Secara umumnya peraturan yang menjadi dasar hukum dari 

Perjanjian Kerja Bersama terletak pada Pasal 1601n KUHPer. 

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa adanya suatu peraturan yang 

mengikat dua belah pihak yang dibuat oleh seorang majikan atau 
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lebih (pihak perusahaan) yang merupakan badan hukum dan dari 

suatu serikat pekerjayang berbadan hukum .  

 Perjanjianl Kerja Bersamal memiliki pengertian yang 

dimana telahl diatur terlebih dahulu pada Pasall 1 angka 1l Undang-

Undangl Nomor 21l Tahun 1954l yang menyatakan: 

 “Perjanjianl Perburuhan adalah perjanjianl yang 

diselenggarakanl oleh serikatl atau serikatl-serikat buruhl 

yang telahl terdaftar padal kementerian perburuhan denganl 

majikan, majikanl-majikan, perkumpulanl atau 

perkumpulanl-perkumpulan majikanl yang berbadanl 

hukum, yangl pada umumnyal atau sematal-mata memuatl 

syarat-syaratl yang harusl diperhatikan dil dalam perjanjianl 

kerja” 

 

 Pengertian dari Perjanjian kerja Bersama berdasarkan Pasal 

1601n KUHPer dianggap memberatkanl serikat buruhl dalam 

mengurus badanl hukum sebagai persyaratan dalaml pembuatan 

perjanjian perburuhanl dengan majikanl (perusahaan). Hal ini dapat 

menyebabkan tidakl akan dapatl terlahirnya perjanjian lperburuhan, 

padahal perjanjianl perburuhan sangatlah pentingl artinya sebagail 

pedoman dalaml pembuatan perjanjianl kerja.
24

 

 Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 sudah 

tidak berlaku lagi berkenaan dengan telah berlakunya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

 Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakaerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian 
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Kerjal Bersama (PKBl) adalah perjanjianl yang merupakanl hasil 

perundinganl antara serikatl pekerja/serikat buruhl atau beberapal 

serikat pekerjal/serikat buruh yangl tercatat padal instansi yangl 

bertanggung jawabl di bidangl ketenagakerjaan denganl pengusaha, 

ataul beberapa pengusahal atau perkumpulanl pengusaha yangl 

memuat syaratl syarat lkerja, hak danl kewajiban kedual belah lpihak. 

 Pengertianl ini hampirl sama denganl pengertian 

Kesepakatan Kerja Bersama (KKBl) berdasarkan Undangl-Undang 

No. 25l Tahun l1997, hanya sajal pengertian dalaml Undang-Undangl 

No. 13 Tahunl 2003 menyesuaikanl diri denganl Undang-Undangl 

No. 21 Tahunl 2000 Tentangl serikat buruhl/pekerja yangl terbentuk 

harusl memberitahukannya kepadal instansi yangl bertanggung 

jawabl di bidangl ketenagakerjaan untukl dicatat.
25

 

 Bilal dicermati ketentuanl Pasal 1l angka 21l Undang-

Undangl No. 13l Tahun l2003, dapat dikatakanl bahwa isil dari 

Perjanjianl Kerja Bersamal (PKB) sematal-mata memuatl syarat-

syaratl kerja, hak danl kewajiban kedual belah lpihak.
26

 Maksud 

tersebut pun juga terkandung dalam pengertian PKB pada Pasal 1 l 

ayat 2 Keputusanl Menteri Tenagal Kerja danl Transmigrasi Nomorl 

KEP-48l/MEN/IVl/2004. 

 Berdasarkan pengertian PKBl yang telah dijelaskan diatas, 

dapat disimpulkan juga  bahwa PKB mengandung unsur: 
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a. Perjanjian dari hasil perundingan; 

b. Yang dirundingkan oleh SP/SB atau beberapa SP/SB yang 

sudah dicatat di instansi yang membidangi ketenagakerjaan, 

dengan pengusaha atau beberapa pengusaha; dan 

c. Memeuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua 

belah pihak.
27

 

  Dalam pembuatannya Perjanjian Kerja Bersama dilakukan 

dengan cara musyawarah antara para pihak dalam menentukan isi 

yang akan dicantumkan pada PKB. Apabila musyawarah tidak 

mencapai kesepakatan tentang suatu hal, penyelesaiannya 

dilakukan melalu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial (PPHI).
28

 

2. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama 

 Perjanjian Kerja Bersama mejadi satu pilar penting dalam 

hubungan industrial. PKB merupakan sebuah kesepakatan tertulis 

antara perusahaan atau pihak pengusaha dengan serikat pekerja 

yang mewakili para pekerja. Kesepakatan inilah yang menjadi 

pedoman penting yang dipegang teguh pihak perusahaan dan 

pekerjal dalam menjalankan hubunganl industrial dil suatu 

perusahaan. 

                                                           
 

27
 Khakim, Abdul. (2017). AspekHukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 137 

 
28

 Devi Rahayu dkk. (2021). Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan Dalam 

Omnibus Law. Malang: Setara Press. Hal 98 



 
 

31 

 

 Adanya PKB sangatlah penting bagi berjalannya hubungan 

industrial pada perusahaan. Lancarnya proses hubungan industrial 

pada perusahaan sejalan dengan terlaksananya fungsi dari PKB dan 

menciptakan manfaat bagi para pihak yang mengkaitkan diri pada 

PKB. 

Adapun fungsi dari PKB adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan sarana untuk menciptakan hubungan industrial 

yang harmonis. 

b. Pedoman induk pengaturan hak dan kewajiban para pihak. 

c. Media partisipasi pekerja/buruh dalam perumusan 

kebijakan perusahaan. 

d. Untuk mengisi kevakuman hukum. 

 Dari rincian fungsi diatas, bahwa PKB sangat berperan 

penting dalam hubungan industrial pada suatu perusahaan. Suatu 

kelancaran pelaksanaan hubungan industrial pada suatu perusahaan 

dilihat dari isi PKB-nya, apakah dirasa telah memiliki suatu nilai 

keadilan atau tidak. 

 PKB menjadi pedoman dalam hubungan industrial pada 

perusahaan. Selain peraturan perundang-undangan, PKB juga 

sebagai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dan ditaati bagi 

seluruh pihak yang bersangkutan. Penentuan hak dan kewajiban 

juga berdasarkan apa yang tertera pada PKB. 
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 Sejalan dengan fungsinya, PKB sangat bermaanfaat dalam 

keberlangsungan hubungan industrial pada suatu perusahaan. 

Adapun manfaat dari PKB sebagai berikut: 

a. Baikl pekerja/buruhl maupun pengusahal akan lebihl 

mengetahui danl memahami hakl dan kewajibannyal masing-

lmasing. 

b. Mengurangil timbulnya perselisihanl industrial ataul 

hubungan ketenagakerjaanl sehingga dapatl menjamin 

kelancaranl proses produksil atau peningkatanl usaha. 

c. Membantul ketenangan kerjal dan mendorongl semangat 

paral pekerja/buruhl sehingga lebihl temun, lrajin, dan 

produktifl dalam lbekerja. 

d. Pengusahal dapat menyusunl rencana-rencanal 

pengembangan perusahaanl selama masal berlakuknya 

perjanjianl kerja bersamal dapat menyusunl rencana-rencanal 

pengembangan perusahaanl selama masal berlakunya 

perjanjianl kerjabersama. 

e. Dapatl menciptakan suasanal musyawarah danl kekeluargaan 

dalaml perusahaan.
29

 

3. Pihakl-Pihak Dalaml PKB 
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 Menurutl Pasal 21l angka 21l Undang-Undangl Nomor 13l 

tahun 2003l tentang ketenagakerjaanl jo. Pasall 1 ayatl (2) Keputusanl 

Menteri Tenagal Kerja Danl Transmigrasi Nomorl : KEP-

48l/MEN/IVl/2004, perjanjianl kerja bersamal adalah perjanjianl 

yang merupakanl hasil perundinganl antara serikatl pekerja/serikatl 

buruh ataul beberapa serikatl pekerja/serikatl buruh yangl tercatat 

padal instansi yangl bertanggung jawabl dibidang ketenagakerjaanl 

dengan pengusahal atau perkumpulanl pengusaha. 

Perjanjianl kerja bersamal dibuat olehl pihak-lpihak : 

a. Serikatl pekerja/serikatl buruh  

 Menurutl Pasal 1l angka1 Undangl-Undang Nomorl 21 tahunl 

2000 tentangl serikat pekerjal/serikat lburuh, serikat 

pekerjal/serikat buruhl adalah organisasil yang dibentukl dari, 

loleh, dan untukl pekerja/buruhl baik dil perusahaan maupunl di 

luarl perusahaan maupunl didalam perusahaanl yang bersifatl 

bebas, lterbuka, mandiri, ldemokratis, dan bertanggungl jawab 

gunal memperjuangkan, membelal serta melindungil hak danl 

kepentingan pekerjal/buruh danl keluarganya.  

 Adapunl yang dapatl membuat perjanjianl kerja bersamal 

adalah serikatl pekerja/serikatl buruh ldiperusahaan, yaitu serikatl 

pekerja/serikatl buruh yangl didirikan olehl para pekerjal/buruh 

disatul perusahaan atau dibeberapal perusahaan.  
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 Prosedurl pencatatan perjanjianl kerja bersamal diatur dalaml 

Keputusan Mentril Tenaga Kerjal Dan Transmigrasil Nomor: 

KEP16/MENl/2001 tentangl tata caral pencacatan serikatl 

pekerja/serikatl buruh tanggall 15 februaril 2001, sebagail 

berikut:  

1) Serikatl buruh/ serikatl pekerja buruhl yang telahl 

terbentuk memberitahukanl secara tertulisl kepada 

instansil yang bertanggungl jawab dibidangl 

ketenagakerjaan kabupatenl/kota berdasarkanl 

domisili untukl di lcatat. 

2) Instansil yang bertanggungl jawab dibidangl 

ketenagakerjaan kabupatenl/kota wajibl mencatat 

dalaml buku pencatatanl dan memberikanl nomor 

buktil pencatatan. 

b. Pengusahal 

 Adapunl yang dimaksudl dengan pengusahal adalah: 

pengusahal terdapat dalaml Pasal 1l ayat (5l) Undang-Undangl No 

13l Tahun 2003l jo Pasall 1 ayatl (4) Keputusanl Menteri Tenagal 

Kerja danl Transmigrasi Nomorl KEP-48l/MEN/IVl/2004, 

ladalah: 

a. Orangl perorangan, lpersekutuan, atau badanl hukum 

yangl menjalankan suatul perusahaan milikl sendiri. 
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b. Orangl perseorangan, persekutuanl atau badanl hukum 

yangl secara berdiril sendiri menjalankanl perusahaan 

bukanl miliknya. 

c. Orangl perseorangan, persekutuanl atau badanl hukum 

yangl berada dil Indonesia mewakilil perusahaan al dan bl 

tersebut ldiatas, yang berkedudukanl diluar wilayahl 

Indonesia. Selainl pengertian pengusahal tersebut jugal 

terdapat lpengertian 

 Selainl pengertian pengusahal tersebut jugal terdapat 

pengertianl Pemberi Kerjal yaitu orangl perseorangan, 

lpengusaha, badan hukuml atau badanl-badan lainnyal yang 

memperkerjakanl tenaga kerjal dengan membayarl upah ataul 

imbalan dalaml bentuk llain. Pengertian Pemberil Kerja inil 

dimaksudkan untukl menghindari orangl yang bekerjal pada 

pihakl lain yangl tidak dapatl dikategorikan sebagail pengusaha 

khususnyal bagi pekerjal pada sektorl informal. Makal dapat 

diambill kesimpulan pengusahal bentuknya orangl perseorangan, 

sedangkanl beberapa pengusahal bentuknya adalahl persekutuan, 

selanjutnyal perkumpulan pengusahal bentuknya adalahl badan 

lhukum. 

4. Tata Cara Pembuatan PKB 
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a. Prosedurl Pembuatan Perjanjianl Kerja Bersamal Untuk 

mengetahuil tata caral pembuatan Perjanjianl Kerja Bersamal 

yaitu sebagail berikut:  

1) Salahl satu pihakl (serikat pekerjal/serikat buruhl atau 

pengusahal) mengajukan pembuatanl Perjanjian 

Kerjal secara ltertulis, disertai konsepl Perjanjian 

Kerjal Bersama.  

2) Minimall keanggotaan serikatl pekerja/serikatl buruh 

l50% dari jumlahl pekerja/buruhl yang adal pada saatl 

pertama pembuaranl Perjanjian Kerjal Bersama. 

3) Perundinganl dimulai palingl lambat 30l hari sejakl 

permohonan ltertulis. 

4) Pihakl-pihak yangl berunding adalahl pengurus 

serikatl pekerja/Serikatl buruh danl pimpinan 

perusahaanl yang bersangkutanl dengan membawal 

surat kuasal masing-lmasing.  

5) Perundinganl dilaksanakan olehl tim perundingl dari 

kedual belah pihakl masing-masingl 5 lorang. 

6) Batasl waktu perundinganl bipartit 30l hari sejakl hari 

pertamal dimulainya lperundingan. 

7) Selamal proses perundinganl masing-masingl pihak; 

dapatl berkonsultasi kepadal pejabat Depnakerl wajib 
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merahasiakanl hal-hall yang sifatnyal belum finall 

sebagai keputusanl perundingan.. 

8) Bilal sudah 30l hari perundinganl bipartit tidakl 

menyelesaikan pembuatanl Perjanjian Kerjal 

Bersama, salahl satu pihakl wajib melaporkanl 

kepadal Kantor Depnakerl untuk diperantarail atau 

dapatl melalui Lembagal Arbitrase. 

9) Batasl waktu pemerantaraanl atau penyelesaianl 

arbitrase maksimall 30 hari. 

10) Bilal 30 haril pemerantaraan ataul penyelesaian 

arbitrasel tidak lberhasil, maka pegawail perantara 

harusl melaporkan kepadal Menteri Tenagal Kerja. 

11) Menteril Tenaga Kerjal menempuh berbagail upaya 

untukl menetapkan langkahl-langkah penyelesaianl 

pembuatan Perjanjianl Kerja Bersamal maksimal 30l 

hari. 

12) Sejakl ditandatangani olehl wakil kedual belah lpihak, 

Perjanjian Kerjal Bersama sahl dan resmiberlakul 

serta mengikatl kedua belahl pihak danl anggotanya. 

13) Setelahl disepakati danl ditandatangani Perjanjianl 

Kerja Bersamal tersebut wajibl didaftarkan kepadal 

Depnaker. Kedual belah pihakl wajib 

menyebarluaskanl isi danl makna Perjanjianl Kerja 
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Bersamal kepada semual pihak dalaml lingkungan 

lkerjanya. 

 Menurutl Pasal 19l ayat (1l) Undang-Undangl No 13l 

Tahun 2003l dalam hall disatu perusahaanl hanya terdapatl 

satu serikatl pekerja/serikatl buruh, makal serikat 

pekerjal/serikatburuh tersebutl berhak mewakilil 

pekerja/buruhl dalam perundinganl pembuatan Perjanjianl 

kerja bersamal dengan perusahaanl apabila memilikil jumlah 

anggotal lebih daril 50% daril jumlah seluruhl pekerja/buruhl 

di perusahaanl yang lbersangkutan. 

 Pasall 19 ayatl (2) Undangl-Undang Nol 13 Tahunl 

2003 dalaml hal disatul perusahaan hanyal terdapat satul 

serikat pekerjal/serikat buruhl sebagaimana dimaksudl pada 

ayatl (1) tetapil tidak memilikil anggota lebihl dari l50% dari 

jumlahl seluruh pekerjal/buruh dil perusahaan, makal serikat 

pekerjal/serikat buruhl dapat mewakilil pekerja/buruhl dalam 

melakukanl perundingan denganl pengusaha apabilal serikat 

pekerjal/serikat buruhl yang bersangkutanl telah mendapatl 

dukungan lebihl 50% daril jumlah seluruhl pekerja/buruhl di 

perusahaanl melalui pemungutanl suara. 

 Dalaml hal dukunganl sebagaimana dimaksudl dalam 

ayatl (2) tidakl tercapai makal serikat pekerjal/serikat buruhl 

yang bersangkutanl dapat mengajukanl kembali permintaanl 
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untuk merundingkanl perjanjian kerjal bersama denganl 

perusahaan setelahl melampaui jangkal waktu 6l bulan 

terhitungl sejak dilakukannyal pemungutan suaral dengan 

mengikutil prosedur lsemula. 

 Pasall Pasal 120l ayat (1l) Undang-Undangl No 13l 

Tahun 2003l Jika dalaml hal dil satu perusahaanl terdapat 

lebihl dari serikatl pekerja/serikatl buruh makal yang berhakl 

mewakili pekerjal/buruh melakukanl perundingan denganl 40 

Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 Tentangl 

Ketenagakerjaan 40l pengusaha yangl jumlah 

keanggotaanyal lebih daril 50% daril seluruh jumlahl 

pekerja/buruhl di perusahaanl tersebut. 

 Pasall 120 ayatl (2) Undangl-Undang Nol 13 Tahunl 

2003 ketentuanl tersebut tidakl terpenuhi, makal serikat 

pekerjal/buruh dapatl melakukan koalisil sehingga tercapail 

jumlah lebihl dari l50% dari seluruhl jumlah pekerjal/buruh 

dil perusahaan tersebutl untuk mewakilil dalam perundinganl 

dengan lpengusaha. 

 Pasall 120 ayatl (3) Undangl-Undang Nol 13 Tahunl 

2003 Dalaml hal ketentuanl sebagaimana dimaksudl di atasl 

tidak lterpenuhi, maka serikatl pekerja/serikatl buruh 

membentukl tim perundingl yang keanggotaanyal ditentukan 
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secaral proporsional berdasarkanl jumlah anggotal 

masingmasing serikat pekerjal/serikat lburuh. 

b. lPerubahan, Perpanjangan Sertal Pembaharuan PKB 

 Pasall 130 ayatl (1) Undangl-Undang Nol 13 Tahunl 

2003 perjanjianl kerja bersamal yang sudahl berakhir masal 

berlakunya akanl diperpanjang ataul diperbaharui danl di 

perusahaanl tersebut hanyal terdapat 1l serikat 

pekerjal/serikat lburuh, maka perpanjanganl atau pembuatanl 

pembaharuan perjanjianl kerja bersamal tidak mensyaratkanl 

ketentuan dalaml pasal l119. 

 Dalaml hal perjanjianl kerja bersamal yang sudahl 

berakhir masal berlakunya akanl diperpanjang ataul 

diperbaharui danl di perusahaanl tersebut terdapatl lebih daril 

1 serikatl pekerja/serikatl buruh danl serikat pekerjal/serikat 

buruhl yang dulul berunding tidakl lagi memenuhil ketentuan 

Pasall 120 ayatl (1), makal perpanjangan ataul pembuatan 

pembaharuanl perjanjian kerjal bersama dilakukanl oleh 

serikatl pekerja/serikatl buruh yangl anggotanya lebihl 50% 

daril jumlah seluruhl pekerja/buruhl di perusahaanl bersama-

samal dengan serikatl pekerja/serikatl buruh yangl membuat 

perjanjianl kerja bersamal terdahulu denganl membentuk timl 

perunding secaral proporsional (Pasall 130 ayatl (2)). 

Kemudianl Pasal 130l ayat (3l) dalam hall perjanjian kerjal 
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bersama yangl sudah berakhirl masa berlakunyal akan 

diperpanjangl atau diperbaharuil dan dil perusahaan tersebutl 

terdapat lebihl dari 1l serikat pekerjal/serikat buruhl dan tidakl 

satupun serikatl pekerja/serikatl buruh yangl ada memenuhil 

ketentuan Pasall 120 ayatl (1), makal perpanjangan ataul 

pembuatan ataul pembuatan pembaharuanl perjanjian kerjal 

bersama dilakukanl menurut ketentuanl Pasal 120l ayat (2l) 

dan (3l) 

c. Jangkal Waktu Berlakunyal PKB 

 Masa berlakunya perjanjianl kerja bersamal paling 

lamal 2 (dual) tahun danl hanya dapatl diperpanjang satul kali 

untukl paling lamal 1 (satul) tahun berdasarkanl kesepakatan 

tertulisl antara serikatl pekerja/ serikatl buruh danl pengusaha. 

Selainl perjanjian perburuhanl berakhir karenal waktunya 

sudahl habis, dalaml hal perjanjianl kerja bersamal 

berikutnya, perundingannyal dapat dimulail paling cepatl 3 

bulanl sebelumnya.41l dapat jugal perjanjian perburuhanl 

berakhir sewaktul-waktu yaitul adanya kemungkinanl untuk 

mohonl kepada pengadilanl agar perjanjianl perburuhan itul 

dinyatakan berakhirl karena alasanl-alasan yangl memaksa 

yaitul bilamana tidakl diperhatikan menimbulkanl rasa tidakl 

adil.  
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C. Gambaran Umum PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 

 lPT. Lontar Papyrusl Pulp &l Paper Industryl (PT. LPPPIl) didirikan 

padal tanggal 13l Februari 1974l berkedudukan dil Provinsi lJambi, berjarak 

100l kilometer daril selat Malakal yang membelahl pulau Sumateral 

Indonesia danl Negara lSingapura. PT. Lontarl Papyrus Pulpl & Paperl 

Industry memulail kegiatan usahal produksi 7.500 Ton kertas pada tahun 

1976 di Langsa, Kab. Aceh Timur. Tahun 1994 merelokasi usaha ke Desal 

Tebing lTinggi, Kec. Tebingl Tinggi, lKab. Tanjabbar, Prov Jambi diatasl 

lahan seluasl 1.150l Ha. lPT. LPPPI merupakanl salah satul dari beberapal 

perusahan yangl bergerak dibidangl usaha produksil pulp, tissuel dan 

chemicall dalam perusahaanl induk Asial Pulp andl Paper (APPl) yang 

berpusatl di Jakarta. lPT. LPPPI mulail memproduksi buburanl kertas (pulpl) 

pada 6 Juni 1994l dan tissuel pada tahunl 1998. lPT. Wira Karyal Sakti 

(WKSl) dan lPT. Lontar Papyrusl Pulp andl Paper Industryl merupakan salahl 

satu pengelolal HTI (Hutanl Tanaman Industril) dan produsenl pulp tepadul 

dalam grupl APP.Tanggal 6 Juni 1994 ditetapkan sebagai l hari ulangl tahun 

lPT. LPPPI danl PT. lWKS. 

 PT. WKS didirikan padal tahun 1975l dan berkedudukan dil 

Pekanbaru, lRiau. PT WKS yang bergerak l di bidangl pengusahaan hutanl  

kemudian dil ambil alihl oleh grupl Sinarmas padal tahun 1990l-an denganl 

masuknya tigal anak perusahaanl yaitu lPT. Purinusa Eka lPersada, PT. 

Publisita Perdanal dan lPT. Pangkalan Usahal Maju. Usahanyal difokuskan 
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padal usaha pembangunanl Hutan Tanamanl Industri untukl penyediaan 

bahanl baku pembuatanl bubur kertasl dan industril pulp. 

 Grupl Sinarmas sendiril mulai mengadakanl usaha dibidangl 

perdagangan sejakl kurang lebihl 20 tahunl yang llalu, dan saatl ini menjadil 

kelompok usahal yang bergerakl dalam berbagail bidang usahal dan 

berkembangl pesat dil tujuh divisi lutama, yaitu divisil telekomunikasi, 

pertambangan, bubur lkertas, perkebunan & agrobisnis, perbankan & jasal 

keuangan danl real lestate. Keberadaan lPT. WKS – LPPPIl saat itul memulai 

sejarahnyal tahun 1975l sejak pendirianl PT. Wirakaryal di lPadang, 

Sumatera Baratl 11 Oktoberl  1975. 

 Padal tahun 1992l dimulai pembangunanl pabrik pulpl dan pulpl MC 

#1l mulai startl up padal bulan junil 1994 denganl hasil produksil komersial 

dimulail bulan Desemberl 1994. Padal tanggal 1l Maret 1995l PT. WKSl 

dibagi menjadil dua, dimanal untuk pengelolaanl hutan tetapl dilaksanakan 

olehl PT. lWKS, sedangkan untukl pengolahan kayul dipabrik dibentukl 

perusahaan barul yang dikenall dengan namal PT. Lontarl Papyrus Pulpl & 

Paperl Industry (lPT. LPPPI). Yangl mana namal ini berasall dari sebuahl 

pabrik kertasl milik grupl Sinarmas dil Langsa, Acehl Timur yaitul PT. 

Lontarl yang berdiril sejak tahunl 1977 denganl kapasitas produksil kertas 

l7.500 tonl per ltahun. 

 Saat ini lPT. LPPPI berpusatl di Kelurahan Tebingl Tinggi, lKec. 

Tebing lTinggi, Kab. Tanjungl Jabung lBarat, Jambi. Perusahaanl yang 
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sudahl berdiri selamal lebih dari 30 tahun inil telah melakukanl langkah-

langkahl maju untukl kepuasan pelangganl akan kualitasl produk danl telah 

diadopsil sistem pengolahanl mutu denganl diperoleh sertifikatl untuk 

Qualityl Management lSystem. Sertifikat yangl telah diperolehl PT. Lontarl 

Papyrus Pulpl and Paperl Industry: 

1. ISOl 9002:1994l No. Q5778l pada tanggall 24 Oktoberl 1995, kemudianl 

diganti ldengan; 

2. ISOl 9001:2000l No. ID05l/0533 tanggall 25 Oktoberl 2007 atasl hasil 

auditl dari badanl sertifikasi SGSl Yarsely daril Inggris, kemudianl diganti 

ldengan; 

3. ISOl 9001:2000l No. ID05l/0533 tanggall 20 Oktoberl 2010 atasl hasil 

auditl dari badanl sertifikasi SGSl Yarsely daril Inggris, kemudianl diganti 

ldengan; 

4. ISOl 9001:2008l No. Certificatel ID05/0533l tanggal 24l Oktober 2013l 

valid sampail 24 Septemberl 2016 

5. ISO 9001:2015 SEJAK 22 Oktober 2022 

6. Sertifikatl halal daril Majelis Ulamal Indonesia (MUIl) pada tanggall 11 

Desemberl 2008 denganl No: 00170049211208l sebagai jaminanl produk 

halall kepada lkonsumen. 

Sedangkanl untuk kepedulianl akan lingkunganl telah diterimal sertifikat: 

1. ISOl 14001:1996l No. E10032l tanggal 17l juni l1997, diganti 

ldengan; 
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2. ISOl 14001:2004l No. GB97l/10683 padal tanggal 19l Agustus l2006, 

diganti ldengan; 

3. ISOl 14001:2004l No. GB97l/10683 padal tanggal 19l Agustus 2009l 

dan validl sampai denganl 19 Agustusl 2012. 

4. ISOl 14001:2004l No. ID97l/10683 padal tanggal 19l Agustus 2015l 

dan validl sampai denganl 19 Agustusl 2018 

5. Terakhir ISO 14001:2015 sejak 19 Austus 2021 

6. Untukl manajemen danl kepedulian tentangl sumber dayal energi, 

lPT. LPPPI telahl mendapatkan sertifikatl ISO 50001l:2011 (Energyl 

Management Systeml) No. lTW14/90006 padal tanggal 30l April 

l2017. Diperbaharui 30 April 2020. 

7. 5 kali Penghargaan Industri Hijau level tertinggi (Level 5) dan l 

penghargaan PROPERl dari kementerianl Lingkungan Hidupl dan 

Kehutananl 

8. Penghargaanl Zero Accidentl (nihil kecelakaanl) dari Kementerianl 

Tenaga Kerjal dan Transmigrasil 

 Visil dari lPT. Lontar Papyrusl Pulp &l Paper Industryl adalah Untuk 

menjadil perusahaan pulp dan kertas global yang terkemuka dan dihormati 

dengan memberikan nilai yang unggul kepada pelanggan, masyarakat, 

karyawan dan pemegang saham kami secara bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. 

 Dalam menjalankan visi diatas, maka lPT. Lontar Papyrusl Pulp &l 

Paper Industryl memiliki misi sebagail berikut: 
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 Meningkatkanl pangsa pasarl di seluruhl dunia 

 Menggunakanl teknologi mutakhirl dalam pengembangan produkl 

baru sertal penerapan efisiensil pabrik. 

 Meningkatkanl kualitas sumberl daya manusial melalui pelatihan. 

 Mewujudkanl komitmen usahal berkelanjutan dil semua kegiatanl 

operasional 

 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. LONTAR 

PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DI KECAMATAN TEBING 

TINGGI 

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Pada Perusahaan PT. Lontar 

Papyrus Pulp & Paper Industry 

 Perusahaanl PT. Lontarl Papyrus Pulpl & Paperl Industry merupakanl 

salah satul perusahaan besar yang bertempat di l kecamatan Tebingl Tinggi, 

Kabupatenl Tanjung Jabungl Barat yang bergerak di bidang industri 

penghasil barang jadi maupun bahan mentah yaitu buburl kertas danl tisu. 

PT. Lontarl Papyrus Pulpl & Paperl Industry sebagai perusahaan industri 
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yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum memiliki salah l satu 

kewajiban yangl sangat pentingl bagi sebuah lperusahaan. Sebagaimana 

yang diatur dalam Pasall 1 ayatl 6 huruf a Undangl-Undang Nomorl 13 

tahunl 2003 tentangl Ketenagakerjaan yang berbunyi: 

 “setiapl bentuk usahal yang berbadanl hukum ataul tidak, milikl orang 

 lperseorangan, milik lpersekutuan, atau milikl badan lhukum, baik 

 miliklswasta maupunl milik negaral yang mempekerjakan 

 pekerjal/buruh  denganl membayar upahl atau imbalanl dalam bentukl 

 lain” 

 

Merujuk daril undang-undangl tersebut, makal dapat dikatakanl bahwa suatu 

perusahaan berkewajiban dalam mensejahterakan karyawannya salah 

satunya dengan adanya pemberian upah kepada karyawan. Memberikan 

kesejahteraan ini pun tidak hanya dengan pemberian upah, hal lain dalam 

memberikan kesejahteraan ini bisa dengan pemberian fasilitas-fasilitas 

seperti tempat tinggal, transportasi, jaminan kesehatan baik karyawan itu 

sendiri bahkan keluarganya, bahkan memberikan suatu penghargaan bagi 

karyawan atas kinerjanya selama di perusahaan. 

 Perusahaan dalam menjalankan usahanya Perusahaan yang telah 

berdiri dari tahun 1974 ini memiliki dua serikat pekerja yaitu Serikat 

Buruh Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian (SB-Hukatan) dan Serikat 

Pekerja Demokratis (SPD). Adanya serikat sangat penting dalam 

keberlangsungan pada perusahaan. Sebagaimana pada Pasal 102 UU No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa serikat pekerja/buruh 

dalam perusahaan memiliki fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 
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menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, 

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dari fungsinya dapat dilihat 

bahwa serikat pekerja/buruh sangat penting bagi pekerja maupun 

perusahaan itu sendiri. 

 Adanya serikat pekerja/buruh memberikan rasa aman bagi pekerja, 

karena dengan adanya serikat pekerja dapat menghindari perusahaan untuk 

berbuat semena-mena dan merugikan pekerja. Perlindungan terhadap hak 

karyawan merupakan salah satu fungsi dari adanya serikat pekerja/buruh. 

Serikat pekerja/buruh sebagai organisasi dalam perusahaan yang 

memperjuangkan hak dari karyawan. Dalam memperjuangkan hak dari 

pekerja, dapat dilihat dalam perundingan PKB yang dimana serikat 

pekerja/buruh mengajukan hal-hal yang mengedepankan hak dari pekerja. 

 Perjanjian Kerja Bersama milik PT. LPPPI ini telah mengatur hal-

hal yang dianggap telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi 

para karyawannya. Pengaturan dalam PKB milik PT. LPPPI dibuat secara 

seksama dengan memperhatikan kondisi yang ada pada masa kini dan 

yang akan berpengaruh pada masa yang akan datang.  

1. Pelaksanaan Upah dan Non Upah 

 Pada PKB bagian pengupahan telah mengatur bentuk-

bentuk dan tata cara dalam pengupahan, baik itu dalam bentuk 

upah maupun non upah. Pemberian upah pokok pada PT. LPPPI 

sebagaimana telah diatur dalam PKB mengacu pada UMR daerah 
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Tanjung Jabung Barat dengan penghitungan dan pembayarannya 

sesuai dengan peeraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembayaran upah ini dilaksanakan setiap akhir bulan tepatnya pada 

tanggal 26. Namun, hal ini dilakukan dengan melihat penghitungan 

hari pada setiap bulannya, apabilal tanggal 26 tersebutl jatuh padal 

hari sabtu ataupun minggu makal pembayaran akan dilakukanl pada 

haril senin.
30

 

 Pembayaran upah pokok yang diberikan kepada karyawan 

dilihat juga dari waktu kerja yang didapat oleh karyawan tersebut. 

Jenis waktu kerja untuk karyawan sebagaimana yang diatur dalam 

PKB PT. LPPPI dibagi menjadi dua jenis yaitu waktu kerja shift 

dan non shift. Jenis waktu kerja non shift pada PT. LPPPI 

menggunakan waktul kerja selamal 8 (delapanl) jam 1l (satu) haril 

dan 40l (empat puluhl) jam 1l (satu) lminggu, untuk 5l (lima) haril 

kerja dalaml 1 (satul) minggu.
31

 Ketentuan upah pokok bagi 

karyawan non shift mengikuti peraturanl perundang-undanganl yang 

lberlaku. Lain halnya jenis waktu kerjal shift, untuk waktu kerjanya 

dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, lyaitu : 

 Shiftl I   : Pukull 07.00l WIB –l 15.00l WIB 

 Shiftl II  : Pukull 15.00l WIB –l 23.00l WIB 

 Shift III : Pukul 23.00 WIB – 07.00 WIB 
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 Markus Ade Krisna, Kepala Unit Hubungan Industrial PT. LPPPI, wawancara tanggal 

11 Juli 2023 
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 Ayat 1 Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri 
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Ketiga jenis waktu kerja shift diatas memiliki perbedaan dalam hal 

pengupahannya. Pada shift I untuk pengupahan tetap menggunakan 

system pengupahan yang diatur sesuai peraturan perundang-

undangan. Lain halnya pada shift II dan shift III, sebagaimana 

diatur pada Pasal 16 ayat 2 huruf b PKB PT. LPPPI bahwa pada 

shift II dan shift III ada penambahan dalam upahnya yaitu pada 

shift II sebanyak Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) dan shift III 

sebanyak Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Sistem 

pengupahannya sendiri akan diakumulasikan sejumlah hari kerja 

karyawan dan ditambahkan pada upah pokok sebagaimana yang 

telah diatur pada peraturan perundang-undangan.
32

 Bagi para 

karyawan yang mengambil waktu kerja shift juga mendapat 

tunjangan khusus shift, yang dimana tunjangan khusus shift ini 

beda dari yang dimaksud dengan Pasal 16 ayat 2 huruf b PKB PT. 

LPPPI, karena yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 huruf a 

diperuntukan bagi para pekerja yang masuk kerja shift, baik jenis 

waktu shift I, II, dan III. 

 Pengupahan pada PT. LPPPI juga menerapkan tunjangan 

tidak tetap kepada karyawannya. Tunjangan tidak tetap yangl 

diterima olehl karyawan adalah tunjanganl spesial. Tunjangan 

spesial yang diterima oleh karyawan ini berupa tunjangan l hari 

lraya, tunjangan lkesehatan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. 

                                                           
 

32
 Markus Ade Krisna, Kepala Unit Hubungan Industrial PT LPPPI, wawancara tanggal 

11 Juli 2023 
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Penerimaan hak berupa tunjangan karyawan ini dilakukan dengan 

cara yang tersistematis, yang dimana dilakukannya pemasukan data 

ke sistem perusahaan yaitu aspiro.
33

 Melalui sistem tersebut 

pengupahan yang dilakukan tertata dengan rapi tanpa ada 

kekeliruan ataupun kesalah pahaman antara pihak karyawan 

dengan perusahaan. 

 Selain upah pokok, terdapat juga upah lembur yang 

diberikan kepada para karyawan yang melakukan kerja lembur. 

Ketentuan pelaksanaan dari kerja lembur ini telah diatur pada Pasal 

13 Perjanjianl Kerja Bersamal PT. LPPPI. Karyawan yangl 

melakukan kerjal lembur diberi upah sesuai yang diatur pada Pasal 

17 PKB PT. LPPPI yang dimana komponen dalam penghitungan 

upah kerja lembur ini adalah upah pokok yang setelah itu dibagi 

173. Selain itu, bagi para pekerja yang lembur akan diberikan upah 

makan atau pengganti uangl makan sebesarl Rp. l15.000 (limal belas 

ribul rupiah).  

 Selain upah-upah pokok yang dibayarkan, pekerja juga 

diberikan hak untuk mendapat bayaran non upah. Adapun jenis 

pembayaran non upah yang diterima oleh pekerja yaitu dana 

insentif pekerja, dan pemberian natura kepada karyawan. Non upah 

yang diberlakukan pada PT. LPPPI telah diatur secara lengkap 

pada PKB. 

                                                           
 

33
 Nursina Afriyana, Unit Hubungan Industrial PT LPPPI, wawancara tanggal 12 Juli 

2023 
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 Pada PKB PT. LPPPI diatur mengenai pemberian dana 

insentif yang dibayarkan kepada karyawan yang meliputi insentif 

alat berat dan insentif tempat tinggal. Pada insentif alat berat ini 

hanya dibayarkan kepada karyawan yang mengoperasikan alat 

berat yang ada di perusahaan, seperti crane, operator boiler, 

forklift, dan over head crane. Perincian yang dibayarkan pihak 

perusahaan kepada karyawan yang mengoperasikan alat berat 

tersebut diatur pada Pasal 16 ayat 2 huruf d Perjanjian Kerja 

Bersama PT. LPPPI yang berbunyi: 

 “Insentifl alat beratl : 

 Pembayaranl yang diberikanl kepada pekerjal/buruh yangl 

 mengoperasikan alatl berat, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Operator Alat Berat Crane >=100 Ton Rp. 350.000 

2. Operator Alat Berat Crane <100 Ton dan Operator 

Boiler Rp. 250.000 

3. Operator Forklift dan Over Head Crane Rp. 100.000.” 

 

 Karyawan yang mendapat bayaran upah dari insentif alat berat ini 

harus menunjukkan sertifikat dalam penggunaan alat berat yang di 

laporkan kepada pihak perusahaan sekali dalam sebulan.
34

 

  Dana insentif lainnya yang diterima oleh karyawan adalah 

insentif tempat tinggal. Para karyawan yang berkerja di PT. LPPPI 

yang sudah berkeluarga akan difasilitasi dengan tempat tinggal 

yaitu berupa komplek perumahan perusahaan. Namun, adanya 

keterbatasan jumlah perumahan yang disediakan untuk karyawan 
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membuat beberapa karyawan tinggal di luar komplek perumahan 

perusahaan. Pembayaran yangl diberikan kepadal pekerja / buruhl 

yang berkeluarga dan telahl terdaftar di perusahaan yang belum 

dapat menempati perumahan perusahaan karena jumlahnya 

terbatas, yang masih dalam status masa mengontrak / sewa di 

sekitar lokasi Mill Tebing Tinggi.
35

 

  Selain yang diatur dalam Pasal 16 PKB PT. LPPPI, terdapat 

juga pada Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur 

pembayaran insentif produksi. Insentif produksi ini diberikan 

dalam rangka peningkatan semangat kerja dan produktifitas. 

Besarnya insentif produksil ditentukan berdasarkanl pencapaian 

produksi, tingkat levell/jabatan danl disiplin kerja. 

  Pemberian upah lainnya yang dilihat dari pencapaian 

produksi, tingkat level/jabatan dan disiplin kerja adalah P-50 atau 

pada perusahaan disebut dengan premi 50%. Besaran premi yang 

diterima oleh karyawan ditetapkan melalui kebijakan perusahaan 

yang dimana kebijakan tersebut diatur pada peraturan dari pusat 

yaitu sinarmas. Pada Perjanjian Kerja Bersama perusahaan sendiri 

pengaturan premi ini hanya mengatur hal yang dapat mengurangi 

pendapatan premi untuk karyawan. Pengaturan pemotongan P-50 

ini diatur pada Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama PT. LPPPI. Pada 

pasal tersebut diatur pemotongan terhadap P-50 bersamaan dengan 
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pemotongan untuk tunjangan spesial. Hal yang dapat menjadi 

pemotongan pada P-50 pada pasal 20 yaitu datang terlambat, 

pulang cepat, lupa catat, cuti atau tidak masuk kerja. 

2. Keselamatanl dan Kesehatanl Kerja 

 Pada Pasall 86 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan diatur mengenai salah satu hak dari pekerja yaitu 

untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja. Dalam pelaksanaan hak memperoleh keselamatanl dan 

kesehatanl kerja pada Pasall 87 ayat 1 Undangl-Undang No. 13l 

tahun 2003l tentang ketenagakerjaanl mengatur bahwal pada 

pelaksanaan keselamatan danl kesehatan kerjal ini perusahaan harus 

menerapkanl sistem keselamatanl dan kesehatanl kerja yangl 

terintegrasi denganl sistem manajemenl perusahaan. Sistem 

manajemen perusahaan terkait keselamatanl dan kesehatanl kerja 

padal PT. LPPPI dimuat pada Perjanjian Kerjal Bersama 

Perusahaan. Pada PKB perusahaan pengaturan tentang 

keselamatanl dan kesehatanl kerja tercantum pada Pasall 28 sampai 

denganl Pasal 30. Pada pasal tersebut pengaturan diatur secara satu 

persatu yang diimulai keselamatan kerja, kecelakaan kerja, dan l 

kesehatan lkerja. Maka dalam pengaturan tentang keselamatan l dan  

kesehatanl kerja secara normatif dinilai telah mencakup secara 

terperinci terkait sistem manajemen keselamatanl dan kesehatanl 

kerja.  
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3. Fasilitas, Jaminanl Sosial danl Kesejahteraan 

 Faktor pendukung dari suatu keberhasilan dalam 

perusahaan salah satunya dapat dilihat dari adanya peningkatan 

produktifitas kerja pada perusahaan. Perusahaan memberikan 

fasilitas-fasilitas, jaminanl sosial danl kesejahteraan bagil 

karyawannya. Pemberian fasilitas, jaminan sosiall dan 

kesejahteraanl telah diatur secara normatif dalam PKB PT. Lontar 

Papyrus Pulp & Paper Industry sebagai penjabaran lebih lanjut dari 

Undang-Undangl Nomor 13l tahun 2003l yang secara khusus 

mengaturl tentang ketenagakerjaan. 

 Perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas kepada 

karyawannya yang dimana untuk pengaturan tentang hal ini telah 

diatur dalam PKB perusahaan. Dengan demikian dalam hal 

pemberian fasilitas ini perusahaan sangat serius menanggapi terkait 

fasilitas kepada karyawan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan yaitu tempat ibadah, olahraga dan 

kesenian, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan. Fasilitas 

mengenai pendidikan ini bertujuan bagi anak-anak para pekerja. 

Bagi anak pekerja/karyawan yang bersekolah  di Yayasan 

Perusahaan dibebaskan dari uang pembangunan dan 

memprioritaskan penerimaan siswa/siswi bagi anak 

pekerja/buruh.
36

 Bagi anak-anak pekerja juga akan mendapatkan 
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beasiswa dari perusahaan. Adanya beasiswa ini baru tercantum di 

dalam PKB perusahaan di periode tahun 2022-2024. 

 PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry memberlakukan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Jaminan 

Sosial Kesehatan yang sesuai dengan Undnag-Undang No. 40 

Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial pada BPJS 

Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan yang dimana ruang lingkup 

dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
37

 Pada BPJS Kesehatan perusahaan memberlakukan 

hal tersebut untuk seluruh pekerja dan keluarganya. 

 Dalam hal memberikan kesejahteraan karyawan, 

perusahaan juga menerapkan pemberian tunjangan kepada 

karyawan berupa tunjangan hari raya keagamaan. Pengaturan 

tentang pemberian tunjangan hara raya keagamaan diatur dalam 

PKB perusahaan Pasal 46, yaitu : 

1) Perusahaanl memberikan Tunjanganl Hari Rayal (THR) 

berdasarkanl peraturan yangl berlaku 

2) Besarnyal tunjangan THRl adalah 1l (satu) bulanl upah pokok 

ditambahl P-50 

3) Tunjanganl Hari Rayal Keagamaan akan dibayarkanl paling 

lambatl 14 (empatl belas) haril sebelum haril raya Idull Fitri yangl 

dibayarkan secaral bersamaan tanpal membedakan lagama. 

 Kewajiban memberikan kesejahteraan kepada karyawan 

tidak hanya dalam pemberian tunjangan berupa THR. Perusahaan 

juga memberikan bantuan dana kesejahteraan pekerja/buruh dan 
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keluarganya. Pada PKB tertulis mengenai hal tersebut yaitu pada 

Pasal 47 yang berbunyi : 

1) Perusahaanl melalui Panitial Kesejahteraan Karyawanl 

(PKK) akanl memberikan bantuanl kesejahteraan kepadal 

pekerja/buruhl dan lkeluarganya 

2) Besarnyal dana bantuanl sebagaimana tersebutl dalam ayatl 1 

di atas, diaturl dalam petunjukl pelaksanaan yangl disepakati 

olehl perusahaan danl serikat pekerjal/serikat buruhl dan 

merupakanl bagian yangl tidak terpisahkanl dalam Perjanjianl 

Kerja Bersamal (PKB) lini. 

3) Dana suka cita/duka cita 

a. Pernikahan pertama pekerja/buruh Rp. 2.000.000,- 

b. Pekerja/buruh meninggal Rp. 2.000.000 

c. Keluarga pekerja/buruh meninggal (orang tua, mertua, 

istri/suami, anak) Rp. 2.000.000,- 

4. Penghargaan 

 Pemberian penghargaan menjadi salah satu faktor yang 

wajib bagi perusahaan demi adanya peningkatan produktifitas 

kinerja perusahaan. Adanya penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan untuk 

lebih bekerja dengan semangat.
38

 

 Dalam hal pemberian penghargaan ini, perusaahaan akan l 

memberikan penghargaanl kepada pekerjal/buruh denganl 

mempertimbangkan pengabdianl masa lkerja, prestasi lkerja, 

keteladanan danl jasa listimewa.
39

 

 Adapun bentuk dari pemberian penghargaan ini telah diatur 

di dalam Perjanjian Kerja Bersama perusahaan pasal 49, yaitu : 

1) Bentukl-bentuk penghargaanl adalah sebagail berikut: 

a. Piagaml Penghargaan 
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b. Jasal Kecil 

c. Jasal Besar 

d. Pekerjal/Buruh Teladanl 

2) Selainl bentuk penghargaanl berupasurat tertulis, perusahaanl 

memberikan bonusl berupa uangl yang pemberiannyal 

bersamaan maupunl terpisah daril surat lpenghargaan. 

Besarnya bonusl ditentukan olehl perusahaan 

 

5. Pembinaan / Sanksi 

 Pemberian pembinaan / sanksi kepada pekerja/buruh pada 

suatu perusahaan merupakan suatu tindakan yang harus 

diperhatikan secara serius oleh perusahaan. PT. Lontar Papyrus 

Pulp & Paper Industry telah mengatur hal tersebut pada Perjanjian 

Kerja Bersama perusahaan. Pemberian pembinaan/sanksi kepada 

karyawan dapat memberikan efek jera kepada karyawan yang 

melakukan pelanggaran ataupun lalai dalam pekerjaannya. 

Pengaturan tentang pemberian pembinaan/sanksi ini diatur dalam 

Pasal 56 PKB perusahaan, yaitu: 

1) Bentukl pembinaan / sanksil terdiri daril : 

a. Suratl Pernyataan 

b. Suratl Teguran I 

c. Suratl Teguran II 

d. Suratl Teguran III 

e. Suratl Peringatan Il 

f. Suratl Peringatan IIl 

g. Suratl Peringatan IIIl / Peringatan terakhirl 

h. Skorsingl 

i. Penurunanl Tingkat Jabatanl 

j. PHKl 

2) Sanksi-sanksi sebagaimanal ayat 1l diatas dapatl diterbitkan 

secaral berurutan ataul tidak berurutanl berdasarkan 

pertimbanganl berat lringan, duduk permasalahanl atau atasl 

alas anl terjadinya lpelanggaran 

3) Perbuatanl / pelanggaran ataul kelalaian pekerjal / buruh 

disaamping mendapat sanksil dapat jugal dikenakan dendal 

atau gantil kerugian sesuail dengan ketentuanl yang berlakul 
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4) Seksil/ departemen dapatl memberikan pembinaanl terhadap 

pekerjal/buruh yangl bersangkutan sebeluml kasus pekerjal / 

buruh tersebutl diajukan kel perusahaan. 

 

B. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 

PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 

 Selama berjalannya dua periode, pelaksanaan PKB tidak 

mengalami banyak permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas 

penanganan masalah yang dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan dan 

serikat pekerja. Hal ini terjadi karena dirasa produk PKB perusahaan telah 

sesuai dengan hasil keputusan bersama dan bahkan dianggap telah 

melengkapi aspek-aspek dari apa yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan 

dan karyawan dengan tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Namun, terdapat beberapa hal yang menyangkut kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang dianggap dapat menimbulkan 

suatu permasalahan. Masalah yang terjadi pada perusahaan antara lain : 

1. Mengenai ketentuan keselamatan kerja, terkadang di area pabrik  

dengan alas an produksi, izin kerja menjadi terabaikan. Bahkan masih 

ditemukan adanya intervensi sehingga mengesampingkan ketentuan 

keselamatan kerja. Terkait hal ini, perusahaan menekankan zero 

accident dengan resiko yang besar, yang dimana hal tersebut 

sebenarnya dapat diniliai sebagai salah satu bentuk loyalitas karyawan 

di lapangan. 

2. Mengenai adjustment salary, yang dimana pernah disampaikan ke unit, 

perihal penilaian untuk mendapatkan  adjustment salary harus dua kali 
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mendapat A, namun pada salah satu unit sangat sulit untuk didapatkan 

dan adanya yang dikorbankan dengan mendapat nilai D 

3. Adanya ketidakseimbangan antara penalty dan rewards. Sebagai 

contoh jika karyawan mendapat penalty  cepat sekali prosedurnya 

dilakukan, sedangkan jika karyawan mendapatkan reward lambat 

sekali penanganannya dan terkadang nominal yang diberikan tidak 

sesuai. Ketidakseimbangan ini pun terdapat juga pada pemberian 

sanksi kepada karyawan yang dirasa kurang sesua dengan apa yang 

dilanggarnya 

4. Terkait fasilitas perumahan, masih banyakanya karyawan yang 

berkelurga tetapi belum menempati area komplek perumahan 

perusahaan. 

 Dari permasalahan diatas perusahaan mengupayakan hal yang 

terbaik demi menjaga kestabilan perusahaan. Pihak manajemen 

perusahaan bersama serikat pekerja selalu berkoordinasi apabila adanya 

terjadi hal yang dirasa kurang sesuai terhadap karyawan terkait 

pelaksanaan dari PKB ataupun kebijakan-kebijakan perusahaan. 

 Menanggapi permasalahan yang terjadi, unit hubungan industrial 

dari pihak manajemen perusahaan bersama serikat pekerja harus terbuka 

dan selalu menerima masukan-masukan dari karyawan. Pihak hubungan 

industrial dan serikat pekerja membuat suatu catatan, yang dimana catatan 

tersebut akan dibahas di dalam forum bipartit. Hasil dari pembahasan 

dalam forum bipartit tersebut akan dibuatkan petunjuk pelaksanaan dari 
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apa yang menjadi masukan karyawan. Berkembang dari adanya juklak 

tersebutlah yang dapat melahirkan suatu aturan yang nantinya akan 

dirundingkan pada rapat perumusan isi PKB. 

 Perundingan untuk merumuskan isi PKB dilkukan setiap 2 (dua) 

tahun sekali sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 123 Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama dua tahun 

berjalan dengan adanya PKB yang telah ditetapkan, pemantauan terhadap 

pelaksanaan PKB ini harus selalu ada dan dilaksanakan, yang dimana dari 

beberapa dilakukannya pemantauan ini dapat diperoleh masukan-masukan 

sebagai evaluasi dari adanya PKB. Adanya evalusi ini bertujuan untuk 

menyesuaikan apa yang ada di PKB dengan apa yang sebenarnya 

dibutuhkan oleh para karyawan yang tidak lain hal ini guna meningkatkan 

kesejahteraan para karyawan. 

 Namun hal ini tidak serta merta seluruh keinginan dari karyawan 

akan diterima. Melihat kondisi ekonomi nasional, kemampuan 

pertumbuhan dari perusahaan merupakan hal yang menjadi pertimbangan 

dalam menerima masukan-masukan yang diterima dari karyawan.
40
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pelaksanaanl Perjanjian Kerjal Bersama (PKBl) antara Serikatl 

Karyawan denganl Manajemen Perusahaanl PT. Lontar Papyrus Pulp & 

Paper Industry mulai dari PKB periode 2019-2022 sampail dengan PKBl 

yang terakhirl berlaku tidakl banyak terdapatl pelanggaran daril sisi 

kuantitasl masalah. Namunl demikian pelanggaranl terhadap PKBl tersebut 

jugal mengakibatkan kendalal bagi hubunganl kerja antaral karyawan, danl 

manajemen lperusahaan. 

 Kendalal-Kendala yangl menjadi masalahl tersebut yaitul tidak 

adanyal koordinasi yangl dilakukan olehl pihak karyawan dengan 

manajemen perusahaanl dalam menentukanl kebijakan yangl berdampak 

kepadal kesejahteraan karyawanl dan jugal penjatuhan sanksil disiplin 

kepadal karyawan dikarenakanl adanya pelanggaranl disiplin olehl 

karyawan.  

 Terhadapl masalah-masalahl yang muncull selama inil cukup 

diselesaikanl melalui foruml bipartit. Dimanal dalam foruml bipartit inil 

Serikat Pekerja dalam menjalankanl peran dan fungsinyal untuk membelal 

kepentingan karyawanl juga dipengaruhil oleh kondisil diluar perusahaanl 

seperti kondisil ekonomi danl juga krisisl yang mengakibatkanl menerima 

kebijakanl yang dikeluarkanl oleh manajemenl perusahaan. 
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B. Saran 

Pelaksanaanl PKB pada perusahaan PT. LPPPI akan sangat sempurna 

terlaksana apabila kesadaran diri setiap pihak ada. Koordinasi antara 

serikat pekerja yang mewakili dari pekerja dengan pihak manajemen 

perusahaan yang diwakili oleh unit hubungan industrial PT. LPPPI lebih di 

optimalkan, sehingga apabila ada keluh kesah dari karyawan dapat segera 

dijalankan tanpa banyak mengulur waktu.
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LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan wawancara 

1. Bagaiamana proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

dilakukan antara Serikat Pekerja dan pengusaha? 

2. Apa saja komponen atau isu-isu yang biasanya dibahas dalam Perjanjian 

Kerja Bersama? 

3. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan setelah 

disepakatai oleh kedua belah pihak? 

4. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama? Bagaimana cara mengatasinya? 

5. Bagaimana evaluasi atau pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama? 

6. Bagaimana dampak Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama terhdapa 

hubungan antara serikat pekerja dan perusahaan? 

7. Apakah ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh baik oleh serikat 

pekerja maupun pengusaha melalui pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama? 
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